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WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEIVIARANG

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGU NGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG.

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 6 Tahun 20rc tentang
Pertanggungiawaban Peiaksanaan Anggar€rn Penciapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2OI8, perlu

Menimbang

Mengingat

ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih
ianjui dari Pertanggungiawaban Peiaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

:1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
6:------- r-_--- d_.__ _.-_t- r__=._ !a_ ==_r J___ n_ ____l- t-!:.-_llrrrur, uawa renB,an, daWa D'af-at Ciai1 ijaei:ail isttirieWa
Yoryakarta;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Reoublik Indonesia
Nomor a286);

4. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan
Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
tT__^_ 4AEE\.llulllul '"\r\r\tt,

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

O TT- )*-- TT--J^-- LT---- 't E ,Tr-1---- r\l\l\f- L^-L--- r)-l^-o. \rlt(lt.ltE-LJlrutrJrE, l1(,rll(,r l.J lr''llrlll zwww LcrlLir,rl8 Dt1tll1lt
Pemeriksa Keuangan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a65+l;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reoublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4
I\r---- rlo ,T1--1-^1--- | ^-t---^- r\T^---- D----l-1i1- I-J--^^:-11(rllr(rl ZOt ItLlllr.ratllit-ll I)CTLLWIi.Ltt.LL rrgEl1'ltl. l\CPLrrrlr[ rll(l(rlrgSlir.

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2015 Nomcr 58, Tambahan l^-nnbaran }Jegara
Republik Indonesia Nomor 56791;

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Unciang (l-embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas
Peraturan Pemerintah Fengganti Unciang-Unciang Nomor i
Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor aO2Bl;
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604i1;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tah un 2017 Nomor 106, Tambahan kmbaran Negara Republik
incionesia Nomor 6057i;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322)

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2074 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pecioman Pengeioiaan keuangan Daerah ;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan
Badan Pemeriksa Keuangan;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425):

/r t Tf^--s---- r\----1- u---- o ,Tr-L,,- t1a\,'rat L--L--- n---...:----ol. rrrr1'L(lrrLlr rJt,'gl t1'll lr(rl[(rl .) ritrrtlll zvvo tgrrut.rlti f cllgl llurltanr
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2003 Nomor f Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan kmbaran
Daerah Kota Semarang Nomor l),sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan kmbaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (kmbaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
tiiubah ciengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20i2
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

14. D--^+,,-^- D----:*+^L \I^-^- <4, 'T^L.'- orln tr +^-i^-^ Q:^+-5rw. r ErciLu!4rr L!rrto,4r6
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 201 0 tentang
Perubahan A.tae Peraturan Pernerintah Nomcr 65 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ar ^-t-^-^- f,r^-^-^ D^*..t-l:t- t-l^-^^:- ,!^L--- 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kine4'a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l.embaran
iiegara Repubiik indonesia iiomor 46i4);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang la.poran
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah Kepatia Masyarakat
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor
l9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42771:

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5533);
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43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 60);

44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2072 tentang
Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 69), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peratural Daerah
Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota
Semarang (Iembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017
Nomorl);

zl E D--a+rr-a* n^--^tr- I/^+^ Q*^-^sa \Ia-^- 2 'n^L".. On 1O .a-+^'^-r16 lrvralvt
Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang (kmbaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan l,embaran Daerah
Kota Semarang Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturen Daerah Nornor 3 Tehun 2O12 tentang
Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lerr^baran Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan l,embaran Daerah
Nomor i30);

46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang
Retribusi Perijinan Tertentu Di Kota Semarang (kmbaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 7l), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retnbusi Perijrnan 'l ertentu Dl Kota Semarang (tembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3);

47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2018 (kmbaran Daerah Kota Semarang Tahun
2017 Nomor 13);

48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota
em^-^..^,n^Lrr- on 1a I$^-^- 1n\.trvuavt t v, 

'

49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (kmbaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 6);

50. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2017 Nomor 71), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 51
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2018 Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2018 Nomor 5l);
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34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Hotel (kmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2O11

Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Kota Semarang Nomor
5O), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2O11 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018
Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Nomor 126);

35. Peraturan Daerah Kota Senoerang Nonor 4 Tahun 201 ! tentong
Pajak Restoran {Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Pera,turarr Da,erai Kota SemaranS Nomor 4 Ta-hurr 281 1 tenta-ng
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan (irmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018
Nomor 5, Tambahan i,embaran Daerah Nomor i28);

37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame (kmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
s3);

38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Iembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 54);

39. Peraiiii'an Daei:ah Koia Semara'-.g lioir,or 3 Tahun 2O1i ienia'rg
Pajak Air Tanah (kmbatan Daeralt Kota Semarang Tahun 2Ol1
Nomor 8, Tambahan l,embaran Daerah Kota Semarang
Nomor 55);

40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (kmbaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 56);

41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pajak Parkir (kmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
s7l;

42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pajak Sarang Burung Walet (kmbaran Daerah Kota Semarang
'n-L,.- .!^.! 1 r.!-:-- r r , ^-\aran Daei-ah Koiaitlrrull zul I tr(rltr(rl l lr l a''lllrrcll litl t lgllll

Semarang Nomor 58);
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51. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Berita
Semarang Tahun 2018 Nomor 70);

2O18 tentang
dan Belanja
Daerah Kota

MEMUTUSI{AN:

WALIKOTA TENTANGMenetapkan : PERATURAN

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan
2. Belanja

6 Etat66i6 'ni,:l6L r

l) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
c\ n-t--:-.r, .DgratrJa Dalrluarr tfuvrt1l
6) Belanja Bantuan Keuangan
7) Belanja Tidak Terduga

b. Beianja i,angsung

1) Belanja Pegawar
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

PERTANGGUNG.,TAWABAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
ANGGARAN 2018.

PEI-AKSANAAN
PENJABARAN

ANGGARAN
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

Pasal 1

laporan Realisasi Anggaran tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan

Rp 1.821.274.1O3.250,00
Rp | .689.237 .451 .791,OO
Rp 723.882.505.321,0O
Rp 4.234.394.060.362,00

1 .364.2t4.O20.347 ,OO
0,00
0,00

8r.899.001,477,00
1 A t\C1 at\^ .\a\/l nnr't.vi, r. \r1r'r.vvv rvv

984.257.700,OO
145.357.986,00

Rp 1.461.293.941.510,00

Rp. 167.846.907.633,00
Rp. 1.648.807.346.331,00
Rp. 1.224.459.434.27O.OO
Rp. 3.045.113.688.23a.0O
Rp. 4 .506.407 .629 .7 44 ,OO

Rp. (272.013.569.382.00)

Rp
Rp
Rp
Rp
I\P
Rp
Rp

Kp 452.634.8i6.2tti,00
Rp 4.292.787.OOO,OO

Rp 444.342.O29.216.OO

Rp 176.328.459.834,OO
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Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan la.poran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran l,aporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran l,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Waiikoia ini dengan penernpaiannya ciaiam tseiiia Daerah Koia Semaiarrg.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 *y.v91", 261e

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ' l' ' .:t..)

SEKRETARIS DAERAH
KOT{, SEMARANC

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 40
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